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Asal-usul anak merujuk pada silsilah seorang anak dalam keluarga yang
dihasilkan dari hubungan biologis antara seorang pria dan wanita yang melahirkan
anak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum. Penelitian ini dilatarbelakangi
adanya  penetapan  hakim  Pengadilan = Agama  Pelaihari ~ Nomor
23/Pdt.P/2023/PA.Plh dalam penetapan tersebut terjadi perbedaan pendapat
(dissenting opinion) antara Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dengan Ketua
Majelis dalam menetapkan permohonan asal-usul anak. Sehingga penulis tertarik
untuk meneliti berkaitan dengan masalah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dan untuk mengetahui dasar
pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Pelaihari dalam menetapkan
perkara pada Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh tentang permohonan asal-
usul anak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian
hukum normatif yang menelaah bahan pustaka atau data sekunder dengan meneliti
dokumen hukum. Penelitian ini menggunakan pendakatan Undang-Undang (statute
approach) dengan menganalisis makna hukum yang terdapat dalam perundang-
Undangan dan pendekatan kasus (case approach) dengan mempelajari penetapan
kasus sebelum melakukan analisis serta menyandingkannya dengan penetapan yang
penulis gunakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam agenda musyawarah
majelis, perbedaan pendapat (dissenting opinion) bisa saja terjadi karena beberapa
faktor dan salah satunya adalah penggunaan dasar hukum yang berbeda. Dalam
pertimbangannya Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II mempertimbangkan
bahwa anak tersebut adalah anak tanpa adanya perkawinan dengan menggunakan
hukum Islam berdasarkan hadits dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11
Tahun 2012 sebagai dasar hukumnya, sementara Ketua Majelis lebih
mengutamakan maslahat dari anak tersebut agar hak-haknya dapat terpenuhi dan
dapat tumbuh dengan baik dengan menggunakan prinsip maqashid syariah dan hak
anak sesuai dengan Pasal 281 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar
hukumnya. Perbedaan pendekatan ini menggambarkan adanya tantangan dalam
menyatukan hukum agama dengan hukum positif dalam sistem hukum Indonesia.
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